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ABSTRAK 

PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

TERHADAP MASA JABATAN PERANGKAT DESA 

Esdi Wariono 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwasanya 

masa jabatan Perangkat Desa adalah ketika usia genap mencapai 60 (enam puluh) tahun. 

Namun, bagi Perangkat Desa yang diangkat sebelum lahirnya undang-undang tersebut, 

dalam surat keputusan pengangkatannya tertulis batas masa jabatan yang berbeda-beda, 

ada yang kurang maupun lebih dari 60 (enam puluh) tahun. Sehingga, terjadi kontradiktif 

terkait pengaturan masa jabatan Perangkat Desa antara sebelum dan setelah lahirnya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tentu akan menimbulkan akibat-

akibat hukum dan mengakibatkan adanya ketidakpastian terhadap masa jabatan perangkat 

desa. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan 

Konseptual, dan Pendekatan Historis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat 

Desa yang dikeluarkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa adalah tetap berlaku dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, maka masa jabatan Perangkat Desa adalah mengikuti berdasarkan surat 

keputusan pengangkatan tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa berakibat hukum pada peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Daerah (Perda). 

Sehingga, Peraturan Daerah yang ada harus menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, berakibat hukum pula pada 

masa jabatan perangkat desa yaitu ‘kekuatan mengikat’ yang berarti bahwa perangkat desa 

tetap melaksanakan masa jabatan sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan 

pengangkatannya. 

Kata Kunci : Masa Jabatan; Perangkat Desa; Surat Keputusan 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES WITH RESPECT TO 

THE TERM OF OFFICE OF VILLAGE OFFICIALS 

Esdi Wariono 

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University 

 

Law Number 6 of 2014 Concerning Villages has stipulated that the term of office for 

Village Officials is when they reach the age of 60 (sixty) years. However, for Village 

Officials who were appointed before the enactment of this law, different term limits are 

stated in their appointment decrees, some being less and some more than 60 (sixty) years. 

Thus, there exists a contradiction regarding the regulation of the term of office for Village 

Officials between before and after the enactment of Law Number 6 of 2014 Concerning 

Villages, which will certainly lead to legal consequences and create uncertainty regarding 

the term of office of village officials. 

The research method used in this study is Normative Research. The approaches 

employed are Legislative Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach. 

The research results show that the Decree on the appointment of village officials 

issued before the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages remains valid, and after 

the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, the term of office of village officials 

is based on the aforementioned decree. The emergence of Law Number 6 of 2014 on 

Villages has legal implications for subordinate regulations, namely Regional Regulations. 

Thus, existing Regional Regulations must be in accordance with what is stipulated in Law 

Number 6 of 2014 on Villages. Additionally, it also has legal implications for the term of 

office of village officials, namely ‘binding force’ which means that village officials continue 

to serve their term as stated in their appointment decree. 

Keywords : Term of Office; Village Officials; Decree 
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